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 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

RESUME HASIL REMOTE AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL 

PENILIKAN KE-2 S-PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT SWADAYA PERKASA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TANGGAL  2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ 

PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal  18 Oktober 2016 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir. Suhardi Auditor PHPL bidang Prasyarat dan VLK Hutan, 

merangkap selaku Ketua Tim Audit 

2. Amin Pujiyanto, S.Hut. Auditor PHPL bidang Produksi 

3. Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP Auditor PHPL bidang Ekologi 

4. Abdul Salam, S.Sos. M.Si. Auditor PHPL bidang Sosial 
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 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Swadaya Perkasa 
b. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71  

Jakarta Selatan 
c. Email  : alfadaniroby@yahoo.co.id  
d, Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman 

(IUPHHK-HT) 
e. SK IUPHHK-HT : No. 592/Menhut-II/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 
f. Luas dan Lokasi Areal 

IUPHHK-HT 
: 17.925 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur 

g. Pengurus Perusahaan : 1. Eddy Sanusi (Direktur)  
2. Ieneke Santoso (Komisaris) 

h. MR Audit Penilikan Ke-2 : Roby Alfadani 

 

 

 3. RINGKASAN TAHAPAN  

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-PHPL                                Tempat virtual room
PT Swadaya Perkasa menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 494 429 1120 
samarinda1, dengan hasil sebagai berikut : 
 

NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

 

1. 

 

Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SEBELUM 

penilaian 

 

 

 

12 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah 

sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat 

pengantar dari Direktur UHP. 

 Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil 

(out put) kegiatan penilaian serta memintakan 

dukungan dan masukannya. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Timur). 

2) Abdul Cholik  (BPHP Wilayah XI Samarinda) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

 

 

12 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit. 

 Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang 

digunakan dan cara kerja remote audit, serta 

kriteria temuan audit. 

 Konfirmasi terkait permintaan data audit dan 

personil pendamping, protokol Covid-19, 

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan 

tindak lanjutnya. 

mailto:alfadaniroby@yahoo.co.id
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

 

3. 

 

Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Lapangan 

 

 

Room 1 

Room 2 

Room 3 

Room 4 

 

12 – 15 

Agustus 2020 

a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 

1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier dan  indikator  pada kriteria 

prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai             

L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 

2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL 

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan 

secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan. 

2) Room 2 untuk kriteria produksi. 

3) Room 3 untuk kriteria ekologi. 

4) Room 4 untuk kriteria sosial. 

c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM 

(auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan 

UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video 

(MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel 

pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai 

form yang diberikan auditor. 

d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap 

verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-

12 Rev. M). 

e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam 

(recording). 

4.  

Pertemuan 

Penutupan 

 

 

 

16 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria 

penilaian  kinerja PHPL dan pemenuhan standar 

VLK. 

2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja 

PHPL. 

3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 

4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit 

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil 

keputusan Penilikan Ke-2 dari LPPHPL PT 

Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. 
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

5. Koordinasi 

dengan 

instansi 

Kehutanan 

SETELAH 

penilaian 

 

 

18 Agustus 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit 

manajemen. 

2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang 

disampaikan saat koordinasi awal. 

3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK 

pada proses Penilikan Ke-2 PHPL pada IUPHHK-

HT PT Swadaya Perkasa. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 

2) Abdul Cholik (BPHP Wilayah XI Samarinda) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

6. Pengambilan 

Keputusan 

Samarinda 

27 Agustus 2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-2 S-PHPL  

pada PT Swadaya Perkasa dilakukan pada tanggal 26 

Agustus 2020. 

2. PT Swadaya Perkasa dinyatakan LULUS penilaian 

kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 71,21% 

dengan predikat SEDANG, tidak ada verifier bobot 

Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar 

VLK. 
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 4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

 

KRITERIA PRASYARAT 
 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP,  SK IUPHHK-

HT, Buku TBT, Peta TBT) 

(CD) 

Baik 3 Ketersediaan dokumen legal PT Swadaya Perkasa lengkap 

yaitu : 

- SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 

tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas 

areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; 

Terdapat lampiran Peta skala 1 : 50.000 atas areal 

seluas ± 17.925 Ha. 

- Akte Pendirian No. 01, tanggal 10 April 2001 dari 

Notaris Lenny Harlina, SH. SK Menkumham No. C-

01384 HT.01.01.TH.2001 tanggal 30 Mei 2001 

- Akte Perubahan Terakhir No. 128 tanggal 20 

Desember 2016 yang dibuat oleh Wiwik Condro, 

S.H.; SK Menkumham No AHU-AH-01.03.0020990 

Tanggal 18 Januari 2017 

- NIB No Nomor 9120104781363 tanggal 16 Juli 2019 

- NPWP No. 02.031.667.5-211.000 terdaftar tanggal 

01 Mei 2001 

- Susunan Pengurus :  

Komisaris   : Ieneke Santoso 

Direktur   : Eddy Sanusi  

Keberadaan administrasi tata batas di kantor lapangan 

lengkap dan realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-

HTI PT SWP telah mencapai temu gelang sepanjang 

105.681,79 m  dengan dokumen BAP Tata Batas sebagai 

berikut : 

- BAP Batas Sendiri/Persekutuan Areal kerja IUPHHK-

HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit I)di Kabupaten Berau, 

Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 

2016 (berdasarkan Instruksi Kerja No. 48/ITK/BPKH. 

IV-2/2016) sepanjang 85.195,07 meter. 

- BAP Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-

HT PT Swadaya PerkasaDengan IUPHHK-HT PT 

Sumalindo Alam Lestari (Unit I) di Kabupaten Berau, 

Provinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2017 

(berdasarkan Instruksi Kerja No. 

INS.44/BPKH.IV/PKH/PLA. 2.0/07/2017) sepanjang 

20.485,72 meter. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

Baik 3 Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SWP 

telah mencapai temu gelang sepanjang 105.681,79 meter 

telah direalisasikan 100 % atau sudah temu gelang sesuai 

dengan 2 (dua) dokumen Berita Acara Penataan Batas 

(BATB). 

Dokumen draft Laporan Tata Batas Temu Gelang dari 

Konsultan Pelaksana Tata Batas PT Swadaya Perkasa (PT 

Fodec Khatulistiwa) telah disampaikan kepada instansi 

terkait, sesuai Surat PT Fodec Khatulitiwa Nomor 

1820/Fodec/A/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 kepada 

Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda tentang Penyerahan 

Draft Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT 

Swadaya Perkasa dengan IUPHHK-HTI PT Sumalindo 

Alam Lestari Unit I. 

Areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa belum dikukuhkan 

dengan SK Penetapan. 

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak 

atas eksistensi areal 

IUPHHK kawasan hutan 

(BATB) 

(CD) 

Sedang 2 Di dalam areal PT SWP masih terdapat konflik lahan 

berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat dan 

overlapping izin perkebunan. 

Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT 

Swadaya Perkasa (Lampiran SK IUPHHK-HT No. 

592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011) dengan 

Peta Areal Kerja Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa 

(Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-

II/95) maka diketahui bahwa terdapat lokasi tumpang 

tindih antara areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa 

dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Jabontara Eka 

Karsa seluas ± 400 Ha. 

Namun demikian berdasarkan hasil pengukuran batas dan 

realisasi tata batas temu gelang PT Swadaya Perkasa 

diketahui bahwa pada lokasi overlapping tersebut terdapat 

areal yang dikeluarkan karena sudah berubah fungsi 

menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 182,79 

Ha. Dengan demikian masih terdapat overlapping areal 

IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan Perkebunan 

kelapa sawit PT Jabontara Eka Karsa yang masuk ke 

kawasan hutan di Blok II dari PT Swadaya Perkasa seluas 

± 217,21 Ha, sehingga terdapat indikasi potensi konflik 

batas areal kerja dengan PT Jabontara Eka Karsa seluas 

217,21 Ha (400 Ha – 182,79 Ha).  

Pada Blok II terdapat masalah penguasaan lahan oleh 

masyarakat Desa Batu Putih sepanjang kiri kanan jalan 

produksi dari KM 10 – KM 17dan  telah diidentifikasi 

sebanyak 46 orang dengan luas lahan garapan 2 – 4 Ha 

per orang, dan terdapat Peta Penguasaan Lahan oleh 

Masyarakat Skala 1 : 50.000.  

Upaya perusahaan menyelesaikan konflik batas wilayah 

adat (ulayat) dan okupasi masyarakat terus dilakukan oleh 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT Swadaya Perkasa dan terdapat beberapa BAP 

kesepakatan dan perjanjian dengan masyarakat berkaitan 

dengan proses penyelesaian okupasi lahannya. 

Terdapat laporan hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi 

Konflik Semester ! tahun 2019 dengan kesimpulan tingkat 

kasus bersatatus “WASPADA” dan Kesimpulan Tingkat 

Desa  berstatus “AMAN” serta Kesimpulan Tingkat UMH/ 

Perusahaan berstatus “KRITIS” namun pelaporannya 

belum mengacu sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor 

: P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak 

ada perubahan fungsi 

maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable. 

(CD) 

Sedang 2 Hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Swadaya Perkasa 

dengan Peta Perubahan  Atas Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang 

Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur 

dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (lampiran SK. 

278/Men-lhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017), 

maka diketahui pada Blok II  (± 7.303 Ha) terdapat 

perubahan fungsi kawasan HP menjadi APL seluas ± 

1.727 Ha 

Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Swadaya 

Perkasa pada tahun 2018 membuat usulan revisi 

RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 kepada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat 

Direktur Utama PT Swadaya Perkasa Nomor : 031/SP-

HTI/JKT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang 

Permohonan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 

(sepuluh) Tahun an. PT Swadaya Perkasa Kepada Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 

Namun demikian terdapat beberapa persyaratan yang 

masih harus dipenuhi dan dokumen RKUPHHK-HA akan 

berakhir pada bulan Agustus 2021 sehingga PT Swadaya 

Perkasa merencanakan akan menyusun kembali dokumen 

RKUPHHK-HTI sekaligus untuk periode berikutnya. 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka ve-rifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

(CD) 

Sedang 2 Pada areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa terdapat 

penggunaan lahan untuk kegiatan di luar IUPHHK-HTI 

yaitu adanya tumpeng tindih dengan perkebunan PT 

Jabontara Eka Karsa seluas 217,21 Ha dan okupasi lahan 

oleh warga masyarakat sekitar yang sudah dijadikan 

perkebunan, perladangan, pemukiman dan usaha rumah 

burung walet. 

Masalah overlapping dengan areal kelapa sawit PT 

Jabontara Eka Karsa seluas ± 217,21 Ha dan penguasaan 

lahan masyarakat Batu Putih di sepanjang jalan KM 10 – 

KM 17 sudah dilakukan pendataan, namun hingga 

Penilikan Ke-2 kinerja PHPL dilakukan belum dilaporkan 

sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : 

P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi Konflik dan Resolusi Konflik 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/18) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(CD) 

Baik 3 Tersedia dokumen visi dan misi dan kebijakan perusahaan 

yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT SWP 

Nomor : 002/SP-HTI/DIR-SK/II/2017 tanggal 6 Februari 

2017. 

Visi dan misi PT SWP telah sesuai dengan kerangka 

pengelolaan hutan lestari. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

(CD) 

Sedang 2 Dokumen Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa telah 

disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan 

dokumen visi dan misi PT Swadaya Perkasa di papan 

pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, 

di halaman kantor, di nursery, kantin dan sebagainya. 

Selama periode Penilikan Ke-2 tidak terdapat bukti adanya 

sosialisasi kepada masyarakat/kampung  

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

Sedang 2 Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan 

masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, 

pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu 

maupun target pembangunan tanaman HTI. 

Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna 

implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan 

dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, 

pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan 

masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih 

terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum 

sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan 

implementasi di lapangan khususnya masih banyaknya 

klaim lahan pada areal PT SWP. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/12) x 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

Baik 3 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan telah sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang 

kegiatan pengelolaan hutan seperti berikut : 

a. Ganis Kurpet Wibowo Adhiguna Reg. No. 02493-11/ 

KURPET/XX/2018  

b. Ganis Canhut Novita A. Sitorus Reg. No. 02160-11/ 

CANHUT/XX/2016 

c. Ganis Nenhut Ikhdiman Reg. No. 02456-11/NENHUT/ 

XX/2018 

d. Ganis Binhut Mulyadi Reg. No. 02390-11/BINHUT/XX/ 

2018 

e. Ganis PKB-R Dody Rinata Reg. No. 01371-11/PKB-

R/XX/2013 

f. Ganis PKB-R M. Ibang Arif Reg. No. 01900-11/PKB-

R/XX/2016 

 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

Baik 3 Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT 

SWP selama tahun 2019 telah terealisasi sebesar 84,62% 

yaitu sebanyak 11 orang dari 13 orang yang direncanakan 

berupa Penyegaran Ganis PHPL Training SIPUHH Online, 

K3 dan P3k 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

Baik 3 PT Swadaya Perkasa telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan dan secara umum PT SWP telah 

menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam 

pengelolaan ketenagakerjaan. 

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp 

tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan 

kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib 

Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, 

jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah 

umur. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/15) x 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

Baik 3 PT Swadaya Perkasa telah memiliki kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari 

berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan 

dalam bentuk SK Direksi PT SWP No. 016/SP-HTI/DIR-

SK/JKT/VI/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi 

IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Kabupaten Berau 

Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2019 

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan 

organisasi dan job description atau uraian tugas pada 

masing-masing jabatan. 

Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah 

sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan 

produksi lestari 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(CD) 

Sedang 2 PT Swadaya Perkasa telah memiliki peralatan SIM dan 

menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem 

informasi yang ada.  

Terdapat peralatan SIM Bascecamp namun sangat 

terbatas dan kondisi jaringan internet yang kurang lancar. 

Terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di 

PT SWP. 

Petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem 

informasi manajemen  di PT Swadaya Perkasa telah 

ditunjuk Sdr. Dimas Margianto Kurniawan dengan Jabatan 

Asisten FIM (Forest Informasi Management) sesuai 

dengan SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 001.b/SP-

HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017. 

Job description untuk penanggungjawab FIM tidak 

menyampaikan tugas dan tanggungjawab yang jelas 

terkait dengan penggunaan peralatan dan personil yang 

melaksanakannya sehingga peralatan tidak berfungsi 

optimal. Di samping itu kondisi jaringan V-sat yang lambat 

dan sering mengalami kendala khususnya dalam 

menjalankan operasional SIPUHH Online  menjadikan 

fungsi system manajemen informasi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya dan masih belum dipergunakan 

untuk keperluan yang lebih luas 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

(D) 

Sedang 2 Jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan SK 

Direktur PT Swadaya Perkasa No. 001.c/SP-

HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang 

Penetapan Tim Sistem Pengawasan Internal (SPI) PHPL 

IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan personil 

sebagai berikut : 

Penanggungjawab : Bowo Sudaryanto (Kuasa Direksi) 

Ketua Pemeriksa : Wiryadi Lukman 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Anggota :  

1. Aspek Prasyarat : Roby Alfadani 

2. Aspek Produksi : Novita A Sitorus 

3. Aspek Ekologi : Ovi Anggraini S. 

4. Aspek Sosial : Hari Sapto 

5. Aspek VLK : Wibowo A. Pardede 

Selama periode audit SPI PT SWP telah melakukan 

kegiatan monitoring dan evaluasi Tahap III Januari 2020 

sesuai dengan dokumen laporan SPI. 

Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa kegiatan internal 

audit PT SWP belum berjalan dengan efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan mencakup bagian 

operasional dan non operasional. Temuan SPI pada tahun 

2020 sebagian besar adalah merupakan temuan SPI pada 

tahun sebelumnya sehingga tidak efektif menjangkau 

seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(CD) 

Sedang 2 Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan 

kepada Direktur PT Swadaya Perkasa atas hasil audit. 

Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti 

pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh 

personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian 

lain masih belum ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen 

tindak lanjut yang telah disusun.  

Temuan SPI tahun 2020 juga merupakan temuan SPI 

pada tahun sebelumnya artinya terdapat keterlaksanaan 

hanya pada sebagian tindak koreksi dan pencegahan 

manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18) x 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

Sedang 2 Dalam periode audit terdapat penerbitan  RKT yaitu RKT 

UPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan dan disetujui 

melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur No. SK.522.110.1/40/Kpts/DK-II/2019 

tgl. 25 Februari 2019. Terdapat kelengkapan peta 

lampiran RKT UPHHK-HTI skala 1:50.000 dengan masa 

berlaku dari tanggal 25 Februari 2019 s.d. tanggal 24 

Februari 2020. 

Secara umum pelaksanaan RKT PT Swadaya 

Perkasa tahun 2019 telah disetujui dan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

disosialisasikan pada sebagian masyarakat sekitar 

yang terkena dampak dengan adanya BAP 

Sosialisasi PT Swadaya Perkasa dengan 

Masyarakat Desa Dumaring dan Desa Cepuak 

terkait RKT 2019 di Desa Dumaring tanggal 15 

Maret 2019. Sedangkan untuk Desa Tembudan, 

Batu Putih dan Lobang Kelatak tidak terdapat bukti 

pelaksanaan sosialisasinya. 

Untuk RKTUPHHK-HT Tahun 2020 PT Swadaya 

Perkasa telah menyusun dan mengajukan 

pengesahan RKT namun belum disahkan terkait 

persyaratan yang belum lengkap 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

Baik 3 Proses tata batas PT SWP telah temu gelang dan 

terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan 

disetujui oleh Para Pihak. 

Terdapat penandatanganan persetujuan pada 

dokumen BAP Tata Batas yang telah dilaksanakan dari 

para pihak yaitu pihak pemerintah pusat diwakili oleh 

BPKH Wilayah IV, Pemerintah Daerah yang diwakili 

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Pemerintah 

Kecamatan talisayan dan Kecamatan Batu Putih dan 

perwakilan dari Desa yang berbatasan yaitu Desa 

Batu Putih, Desa Lobang Kelatak, Desa Tembudan, 

Desa Dumaring, dan Desa Capuak serta dari 

perwakilan perusahaan yang berbatasan langsung. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

Sedang 2 Dalam periode audit PT Swadaya Perkasa memiliki 

dokumen rencana Kelola sosial dan dokumen Kelola 

Sosial mengacu kepada dokumen RKT yang telah 

disahkan. 

Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat  

dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan 

persetujuan RKT 2019. Sedangkan untuk RKT 2020 PT 

SWP memiliki pengesahan RKT yang diajukan. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

Sedang 2 PT SWP telah menetapkan keberadaan kawasan lidung 

sesuai dengan SK Direktur PT SWP Nomor 001.a/SP-

HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dengan luasan 

Kawasan lindung sebesar 2.154 Ha terdiri dari a. Lereng 

> 15 % seluas 46 Ha; b. Sempadan Sungai seluas 1.050 

Ha; c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha; d. 

KPPN seluas 465 Ha dan e. KPSL seluas 490 Ha  

Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah 

melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, 

RKUPHHK-HT.  

Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar 

secara khusus pada tahun 2019 sebagaimana BAP 

Sosialisasi Kawasan Lindung yang dibuat tanggal 18 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

September 2019, namun demikian dalam dokumen 

tersebut tidak menjelaskan tentang peserta yang 

disosialisasi dan kampung yang disosialisasi. 

Sedangkan pada tahun 2020 belum dilakukan kegiatan 

sosialisasinya 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18) 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.1.1. 

Keberadaan dokumen 

rencana jangka panjang 

(management plan) yang 

telah disetujui oleh Pejabat 

yang berwenang  

(D) 

Baik 3 PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen RKUPHHK-

HT untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 

Periode Tahun 2012 – 2021 dan lampiran peta 

skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan 

oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tanggal 1 

Agustus 2012. Perusahaan tidak mendapat teguran 

terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2 2.1.2  

Kesesuaian implementasi 

penataan areal kerja di 

lapangan dengan rencana 

jangka panjang  

(D) 

Sedang 2 Selama periode audit diketahui bahwa rata-rata 

tingkat kesesuaian implementasi penataan areal 

kerja di lapangan dibanding dokumen perencanaan 

jangka Panjang (RKUPHHK-HT) adalah sebesar 

91,81 %, sebagian lokasi RKT tidak sama dengan 

RKU karena adanya Carry Over. 

3 2.1.3  

Pemeliharaan batas blok 

dan petak / compartemen 

kerja  

(CD) 

Sedang 2 Terdapat penandaan batas blok/petak berupa 

pemasangan pal dan pemberian identitas petak 

namun sebagian tanda batas terlihat tidak jelas.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/15) 100% = 80,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

 

 

 

 



 
 

Halaman 14 dari 46 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem  
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB / 

Survei potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

(D) 

Baik 3 PT Swadaya Perkasa memiliki data potensi tegakan 

per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan data potensi 

tegakan berdasarkan hasil ITSP untuk tahun RKT 

2017, 2018 dan 2019 yang disertai dengan 

kelengkapan peta pendukungnya. 

2 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

(CD) 

Buruk 1 Selama periode Penilikan ini PT Sawadaya Perkasa 

memiliki data riap tegakan hasil pengukuran PSP 

pada areal THPB untuk jenis Acasia mangium saja 

sedangkan untuk Dypterocharpa tidak tersedia data, 

pada areal TPTI tidak terdapat data riap tegakan  hasil 

pengukuran dan analisis PUP. 

3 2.2.3. Terdapat perhitungan 

internal/self  JTT berbasis 

data potensi/hasil 

inventarisasi dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan 

tegakan  

(CD) 

Buruk 1 Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi 

dan riap pada areal THPB untuk jenis Acasia 
mangium, namun  untuk Dypterocharpa dan pada 

areal TPTI tidak terdapat hasil pengukuran dan analisa 

riap.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 PT Swadaya Perkasa   memiliki SOP  tahapan 

kegiatan silvikultur namun terkait dengan adanya dua 

sistem silvikultur yaitu THPB dan TPTI, SOP yang ada 

masih menyatu antara TPTI dan THPB atau sebagian 

tahapan silvikultur tidak tersedia lengkap. 

2 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 PT Swadaya Perkasa  telah mengimplementasikan 

kegiatan di lapangan namun baru sebagian yang 

sesuai dengan SOP tahapan kegiatan silvikultur yang 

telah dibuat.   

3 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Sedang 2 PT Swadaya Perkasa memiliki potensi  tegakan 

sebelum masak tebang jenis Acasia mangium 

sebesar 137,5 m3/Ha yang mampu menjamin 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

(D) 

terjadinya kelestarian pemanenan hasil, namun untuk 

jenis Depterocharpa informasi potensi tegakan tidak 

tersedia.  

4 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Buruk 1 Tidak tersedia data informasi mengenai kecukupan 

potensi permudaan  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/21) 100% = 61,90 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

Baik 3 PT Swadaya Perkasa memiliki SOP  terkait 

pemanenan ramah lingkungan untuk areal TPTI dan 

areal THPB yang sesuai dengan karakteristik kondisi 

setempat. 

2 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

tahap perencanaan sedangkan implementasi 

kegiatan tahap operasional, pasca operasional dan 

pelaksanaan K3 tidak sepenuhnya sesuai dengan 

SOP RI. 

3 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

Buruk 1 Tidak tersedia data untuk penghitungan Faktor 

Eksploitas. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (11/15) 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka 

Pendek (RKT) yang Disusun 

Berdasarkan Rencana Kerja 

Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, 

self approval)  

(CD) 

Sedang 2 Selama periode audit PT Swadaya Perkasa memiliki 

dokumen RKT yang telag disahkan yaitu RKT Tahun 

2019 sedangkan untuk RKT 2020 belum disahkan.   

2 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

(D) 

Sedang 2 Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal 

yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung tetapi baru sebagian, 

untuk RKT Tahun 2020 Peta Kerja belum mendapat 

pengesahan.  

3 2.5.3.  

Implementasi peta kerja 

berupa penandaan batas 

blok tebangan/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ ditanam/ 

dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan 

lindung (untuk konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian 

plasma nutfah/ religi/ budaya/ 

sarana prasarana dan, 

penelitian dan 

pengembangan).  

(D) 

Sedang 2 Terdapat implementasi  penataan batas areal untuk 

efektif produksi sampai dengan 100 % pada RKT 

2019 sedangkan penataan batas kawasan lindung 

belum mencapai 100 %. 

4 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

Sedang 2 Selama periode audit PT Swadaya Perkasa  telah 

merealisasikan produksi kayu yang berasal dari 

hutan alam tahun 2019 sebesar 19.124,81 m3 dari 

rencana sebesar 135.221,60 m3 atau terealisasi sebesar 

14,14 %. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21 ) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

Buruk 1 Kondisi kesehatan finansial PT Swadaya Perkasa  

selama periode Penilikan yaitu likuiditas sebesar 

6,31 %, solvabilitas 114,17 % dan rentabilitas 0,24 

(negatif) opini akuntan publik menyebutkan wajar. 

2 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaaran 

Hutan Produksi (yang telah 

diaudit oleh akuntan publik) 

(CD) 

Sedang 2 Berdasarkan Laporan Keuangan diketahui terdapat 

realisasi biaya (un audit) sebesar Rp 1.781.702.000 

dari anggaran sebesar Rp 2.905.458.000 atau 

terealisasi 61,32 %. 

 

 

3 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

Buruk 1 Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan 

anggaran perusahaan diketahui bahwa proporsi 

realisasi alokasi dana pada kegiatan Biaya 

Administrasi dan Umum 179,5 % (terdapat 

perbedaan 79,5 %). 

4 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

Buruk 1 Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana dan 

realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan yang 

dilakukan oleh PT Swadaya Perkasa diketahui bahwa 

realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan 

tidak lancar.  

5 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan hasil telaah dokumen rencana dan 

realisasi biaya kegiatan diketahui bahwa biaya 

penanaman terealisasi Rp 129.759.000 dari rencana 

sebesar 152.234.000 atau terealisasi 85,24 % belum 

meliputi seluruh penanaman. 

6 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan 

Hutan 

(CD) 

Buruk 1 Selama periode audit diketahui bahwa realisasi fisik 

penanaman yang dilakukan PT Swadaya Perkasa 

sebesar 88,81 Ha dari rencana sebesar 6.011,38 Ha 

atau terealisasi sebesar 1,48 %. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/21 ) 100 % = 47,62 % 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 
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KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

Sedang  2 Luas kawasan lindung yang ada dalam 

areal PT Swadaya Perkasa telah dirinci 

dalam beberapa dokumen antara lain 

dokumen AMDAL PT Swadaya Perkasa 

(2010) dengan luas areal kajian seluas 

+ 24.850 ha, dengan luas total areal 

kawasan lindung sebesar 1.538,70 ha dan 

dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya 

Perkasa tahun 2012 periode 2012-2021 

dengan luas areal kajian seluas 17.925 ha 

dengan luas total areal kawasan lindung 

sebesar 2.154 ha, tetapi dalam Peta 

RKUPHHK-HTI khusus untuk jenis 

kawasan lindung kelerengan >15% untuk 

tanah sangat peka erosi seluas 46 ha 

belum diplotkan letaknya dalam peta. Guna 

keperluan operasinal lapangan terkait 

pengelolaan KL, terdapat SK Dirut PT 

Swadaya Perkasa No. 001.a/SP-

HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 

tentang penetapan kawasan lindung di 

areal kerja PT. Swadaya Perkasa. 

Luas kawasan lindung seluruhnya sesuai 

dengan dokumen perencanaan yang ada. 

Hasil identifikasi di lapangan, luas kawasan 

lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya, 

tetapi dalam Peta RKUPHHK-HTI khusus 

untuk jenis kawasan lindung kelerengan 

>15% untuk tanah sangat peka erosi 

seluas 46 ha belum diplotkan letaknya. 

Buffer Zone Hutan Lindung. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

(D) 

Sedang  2 - BA kegiatan penandaan batas sempadan 

Sungai Sunggalit Blok-II tanggal 12 

Maret 2015 

- BA kegiatan penandaan batas sempadan 

Sungai Dumaring Blok-I  tanggal 

6 Februari 2017 

- BA kegiatan penandaan batas areal KPSL 

Blok-II tanggal 22 Maret 2017 

- BA kegiatan penandaan batas areal KPPN 

Blok-II tanggal 2 Mei 2017 

- Hasil verifikasi pada dokumen Berita Acara 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penataan kawasan lindung dan wawancara 

secara virtual diketahui adanya batas 

sempadan sungai Sunggalit dengan titik 

koordinat N 01018’36” dan E 118021’35”  

dan panjang Kawasan Lindung yang telah 

ditata batas dilapangan :   43,63/68,5  x 

100% = 58,5 % 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

Sedang  2 Berdasarkan hasil perbandingan antara 

areal kawasan lindung yang ada dalam 

Peta RKUPHHK-HTI dan Peta Penutupan 

Lahan hasil penafsiran komposit citra 

satelit No.surat: 545/IPSDH/PSDH/ PLA.1 

/11/2018 Tanggal 5-11-2018 maka dapat 

luas KL yang tidak berhutan seluas 558,5 

ha tutupan berupa belukar tua.  

Total luasan atau persentase tutupan lahan 

kawasan lindung sebesar :  1.595,5 ha / 

2.154 ha  x 100 % = 74,07% 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

Sedang  2 Berdasarkan dokumen RKUPHHK HTI 

(2012) dan wawancara dengan Bapak 

Pardede (Jabatan sebagai SPI), terdapat 5 

(lima) desa binaan PT Swadaya Perkasa, 

yakni Desa Capuak, Dumaring, Batu Putih, 

Tembudan, dan Desa Lobang Kelatak. 

Sosialisasi Kawasan lindung baru 

dilaksanakan di Desa Batu Putih, yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 - 1 -  2019 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

(D) 

Baik  3 Laporan RKL dan RPL Semester I & II 

Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 

PT Swadaya Perkasa, Nomor Surat : 

- 059B/SP/BRU-I/2018, Tanggal   9 Juli 

2018  

- 059B/SP/BRU-II/2018, Tanggal   9 

Januari 2019  

- 0618/SP/bru-I/2019, Tanggal       2 Juli 

2019 

PT Swadaya Perkasa telah membuat 

laporan pengelolaan yang sesuai dengan 

ketentuan terhadap sebagian kawasan 

lindung hasil tata ruang areal 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100% = 74,07 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 
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KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

(D) 

Sedang  2 SOP Pengendalian kebakaran hutan (No. 

SOP-FPR-032, tanggal terbit 13 Nov 2017) 

belum mengacu ke Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 

terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan, 

SDM dan kompetensi personil yang 

diperlukan, serta kegiatan-kegiatan 

minimal yang perlu dilakukan dalam 

rangka upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

Hampir semua SOP kriteria ekologi tidak 

mencantumkan referensi acuan yang 

digunakan. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

Sedang  2 Berdasarkan Daftar peralatan sarana 

prasarana perlindungan gangguan hutan 

PT Swadaya Perkasa maka sarana 

damkarhutla PT Swadaya Perkasa belum 

sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri 

LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan 

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

Sedang  2 Semua personil Satpam/wakar maupun 

personil Dalkarhutla PT Swadaya Perkasa 

belum ada yang memiliki sertifikat 

pelatihan damkar dan/atau sertifikat 

pelatihan satpam.  

PT Swadaya Perkasa telah membentuk 

regu pendukung dari personil kontraktor, 

dan juga telah membentuk struktur 

organisasi yang meliputi regu perbantuan 

dari desa-desa sekitar (Desa Dumaring 

dan Desa Capuak), tetapi auditi belum bisa 

menunjukkan BA sosialisasi dan/atau 

pembentukan MPA di masing-masing desa 

tersebut. 

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

Sedang  2 PT Swadaya Perkasa  : 

- Telah menyediakan personil perlindungan 

hutan yakni personil damkar dan personil 

satpam/wakar 

- Terdapat plang tanda/informasi memasuki 

areal PT Swadaya Perkasa 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 
VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Terdapat plang informasi/ himbauan/ 

larangan terkait perlindungan hutan 

(ancaman kebakaran, perlindungan flora 

dan fauna) 

- Memantau cuaca melalui alat penakar 

curah hujan yang dipasang di sekitar 

Camp km 28 

- Belum membentuk MPA 

PT Swadaya Perkasa  telah 

mengimplementasikan perlindungan 

gangguan hutan tetapi belum mencakup 

seluruh gangguan yang ada. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

Sedang  2 PT Swadaya Perkasa telah memiliki 

sejumlah prosedur pengelolaan dan 

pemantauan sebagian dampak terhadap 

tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, 

sebagaimana yang terdapat dalam 

dokumen RKL-RPL (2010). SOP yang 

belum ada sesuai dengan rencana 

pengelolaan dan rencana pemantauan 

yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan dan/atau peraturan yang 

berlaku, antara lain:         (a) SOP terkait 

pemantauan sedimen, (b) SOP terkait 

pemantauan kualitas air, (c) SOP terkait 

pemantauan biota perairan (benthos dan 

plankton), (d) SOP terkait pemantauan 

kualitas udara ambient, dan (e) SOP terkait 

pemantauan kebisingan. 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

Sedang  2 PT Swadaya Perkasa telah meiliki sarana 

pengelolaan dan pemantauan dampak 

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan 

dokumen perencanaan, peraturan yang 

berlaku, dan/atau SOP yang ada. Sarana 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) yang belum ada dan/atau yang masih 

kurang, antara lain (a)  belum memiliki ijin 

TPS limbah dari instansi terkait, dan 

(b)  belum memiliki sarana pemantauan 

kebisingan, dan (c)  belum memiliki sarana 

pemantauan biota perairan (bhentos dan 

plankton) 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

 

Baik 3 Berdasarkan data dari BPHP Wilayah XI 

Samarinda dan PT Swadaya Perkasa 

Indah, bahwa PT Swadaya Perkasa telah 

memiliki 1 (satu) orang Ganis-PHPL Binhut 

yang sesuai dengan kualifikasi yang 

ditentukan, yaitu Bapak Mulyadi. (No. 

Register 01390-11/BINHUT/XX/2018, 

dengan masa berlaku sampai tanggal 8 

Januari 2021) 

Berdasarkan ketersediaan SDM Ganis 

PHPL Binhut dan berdasarkan peraturan 

yang ada, maka persentase SDM 

pengelolaan dan pemantauan dampak 

teradap terhadap tanah dan air di Swadaya 

Perkasa yaitu 100%. 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

Sedang  2 Berdasarkan verifikasi di lapangan, KSU 

Meranti Tumbuh Indah telah membuat  

persemaian pada camp Km 28 pada 

koordinat N-01o23’17” dan   E-118o9’25”, 

dengan jenis tanaman yaitu Sengon 

(Albazia falcataria) : 2.400 bibit dan Akasia 

(Acasia mangium) 5.600 bibit, total 8.000 

bibit. Persemaian tersebut telah dibangun 

dengan kuantitas bedengan sebanyak 40 

(empat puluh) buah bedengan.  

Setiap bedengan mampu menampung 

polybag sebanyak 1000 polybag, sehingga 

bisa menampung sebanyak 40.000 bibit. 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

Sedang  2 Tersedia Laporan pelaksanaan RKL-RPL 

selama periode setahun terakhir, dan juga 

tersedia bukti tanda terima penyerahan 

laporan dari instansi terkait  

Tersedia hasil analisis uji air sungai dan 

tanah dari Laboratorium ProLing, Fakultas 

Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB - Bogor, 

dengan surat hasil uji No : P.182/V/2019,  

perihal Laporan Hasil Analisis 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Laboratorium,tanggal 5 Juni 2018 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

Sedang  2 Hasil remote audit menunjukkan adanya 

bak erosi di Km 29 pada posisi koordinat 

N-01o22’39” dan E-118o9’47” ukuran bak 

erosi 14 m x 2 m, terdapat juga water stick 

atau alat pengukur tinggi air di  Sungai 

Dumaring pada posisi koordinat N-

01o23’6” dan E-118o9’22”. 

Alat pengukur curah hujan (Ombrometer) 

di Persemaian pada posisi koordinat N-

01o23’3” dan E-118o9’22”. 

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang 

besar dan penting terhadap tanah dan air, 

serta ada upaya pengelolaan dampak 

sesuai ketentuan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26/36) x 100% = 72,22 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam 

Punah (threatened) dan Endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah 

dan endemik mengacu pada 

perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

(D) 

Baik  3 Berdasarkan dokumen SOP terkait 

identifikasi flora yang ada sudah memuat 

rincian proses dan langkah untuk 

identifikasi masing-masing jenis fauna 

seperti mamalia, burung, reptil, ampibi dan 

ikan, atau masing-masing jenis flora 

seperti jenis pohon, climber, epifit, paku-

pakuan, perdu, semak, dll. 

 

SOP ini sudah mengacu secara eksplisit 

terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan 

Appendix CITES. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

(D) 

Baik  3 PT Swadaya Perkasa sudah melaksanakan 

identifikasi flora dan fauna dengan laporan 

yang sudah dirinci berdasarkan :   

1. Status kelangkaannya (langka, jarang, 

terancam punah, endemik),  
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. Status perlindungannya (menurut PP 

7/1999),  

3. Tingkat kerawanannya (menurut IUCN 

Red List),  

4.  Aturan perdagangannya (menurut 

Appendix CITES) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/12) x 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator Baik 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

   
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 
VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku 

(D) 

Sedang  2 Berdasarkan prosedur Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan yang dimiliki oleh 

PT Swadaya Perkasa maka terdapat 

prosedur pengelolaan flora berbentuk 

prosedur identifikasi, tetapi belum 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi 

dan/ atau langka, jarang, terancam punah, 

dan endemik. 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

(D) 

Sedang  2 Berdasarkan hasil remote audit : 

- PT Swadaya Perkasa telah membuat  

persemaian di Camp Km 28 pada 

koordinat N-01o23’17” dan   E-118o9’25”, 

dengan jenis tanaman yaitu Sengon 

(Albazia falcataria) : 2.400 bibit dan 

Akasia (Acasia mangium) 5.600 bibit, 

total 8.000 bibit. Persemaian tersebut 

telah dibangun dengan kuantitas 

bedengan sebanyak 40 (empat puluh) 

buah bedengan. Setiap bedengan 

mampu menampung polybag sebanyak 

1000 polybag, sehingga bisa 

menampung sebanyak 40.000 bibit. 

Telah melaksanakan penanaman di Blok 

RKT  2018 seluas   38,8 ha, jarak tanam 3 

m x 3 m, total penanaman seluas 4,76 ha 

dengan jumlah bibit  sebanyak 40.000 
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NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 
VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

bibit 

Memasang plang/papan larangan 

menebang / perlindungan  terhadap jenis 

flora dilindungi, seperti di pada koordinat 

N-01o16’53” &  E-118o22’9” 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk 

Ir. Pardede (kabid Binhut) baik di blok-I 

maupun di blok-II, sudah tidak ada lagi 

kegiatan penebangan liar, hal ini akibat dari 

dampak kegiatan sosialisasi dan patroli 

Perlindungan hutan yang dilakukan PT 

Swadaya Perkasa. 

Masih ditemukan jenis-jenis kayu 

dilindungi yaitu Bangeris (Koompasia 
excelsa), pada pohon Bangeris tersebut 

sering terdapat sarang lebah madu ketika 

pada musimnya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

(D) 

Sedang 2 PT. Swadaya Perkasa telah memiliki 

beberapa prosedur pengelolaan fauna jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin, tetapi 

semua SOP masih bersifat umum, dengan 

kata lain pengelolaan fauna dilindungi yang 

akan dilakukan belum sepenuhnya 

berbasis pada jenis fauna dilindungi 

berdasarkan hasil identifikasi fauna 

dilindungi 

 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

Sedang 2 PT Swadaya Perkasa telah mengalokasikan 

sebagian arealnya untuk tujuan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 
KINERJA 
VERIFIER 

NILAI 
AKTUAL 
VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

(D) 

pengelolaan fauna, berupa KPSL seluas 

490 ha dan/atau areal kawasan lindung 

lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam 

verifier 3.1.1. Sebagian areal ini telah 

ditatabatas dan ditandai di lapangan 

sebagaimana telah dibahas dalam verifier 

3.1.2 

Pemegang izin melakukan kegiatan 

pengelolaan fauna melalui kegiatan 

sosialisasi tidak langsung berupa 

pemasangan spanduk dan/atau papan 

informasi/banner/himbauan/larangan 

terkait fauna dilindungi, maupun sosialisasi 

langsung di kampung 

 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

(D) 

 

 

 

 

 

Sedang 2 Berdasarkan data hasil indentifikasi fauna 

dilindungi, di wilayah ini ditemukan 

beberapa satwa dilindungi, salah satunya 

adalah Owa kalawat (Hylobates muelleri). 
Berdasarkan pustaka yang ada, jenis ini 

merupakan jenis arboreal dan kurang 

dapat beradaptasi dengan ekosistem 

buatan seperti HTI dan membutuhkan 

ekosistem hutan alam dengan 

keanekaragaman tegakan pohon yang 

tinggi serta kesinambungan kanopi 

pohonnya untuk pergerakan dan mencari 

pakannya.)  

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 
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KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat. 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen/ laporan 

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

namun tidak lengkap dan informatif. Sedangkan 

rencana pemanfaatan SDH yaitu RKUPHHK-HTI 

Periode 2012 s/d  2021, RKTUPHHK–HT  Tahun    

2019, Usulan RKTUPHHK–HT  Tahun    2020 

belum mendapatkan pengesahan dari Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Rencana 

Operasional  (RO)  Kelola  Sosial  Tahun  2019 

dan 2020 tidak memberikan rincian kegiatan dan 

sasaran terhadap desa binaan. 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekonstruksi 

batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme yang 

lengkap dan jelas mengenai penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

yaitu SPO-FPR-004: Tata Batas Partisipatif dan 

SPO-FPR-006: Deliniasi Batas Sosial dengan 

Masyarakat. Sedangkan mekanisme penyelesaian 

konflik batas kawasan yang disepakati para pihak 

yaitu SPO-FPR-005: Penyelesaian Konflik; SPO-

FPR-007: Pemetaan Konflik Sosial dan SPO-FPR-

008: Penanganan Klaim. 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme yang 

legal, lengkap dan jelas terkait  pengakuan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH yaitu SPO-FPR-006: Deliniasi 

Batas Sosial dengan Masyarakat; SOP-FPR-009: 

Identifikasi Hak-hak Masyarakat; SOP-FPR-011: 

Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur; SOP-FPR-

010: Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SPO-

FPR-012: Pemanfaatan HHNK pada Kawasan 

Lindung; SOP-FPR-015: Pemberian Dana 

Kompensasi dan SOP-FPR-018: Pelaksanaan 

FPIC. 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian bukti 

terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan 

dengan kawasan kehidupan masyarakat antara lain 

Berita Acara Pendataan Penguasaan lahan oleh 

masyarakat di Km 04 s/d 17 dan penataan batas 

ulayat di Blok I dan Blok II serta batas areal kerja 

antara PT Jabontara Eka Karsa dan PT Swadaya 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Perkasa, namun belum dilakukan penandaan batas 

atau pemasangan patok batas di lapangan. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa mendapatkan persetujuan  

dari para pihak atas luas dan batas areal kerja 

IUPHHK sebagaimana dokumen Berita Acara 

Penataan Batas yang sudah temu gelang, 

persetujuan diperoleh baik dari Pemerintah Pusat 

dengan SK IUPHHK-HT, pengesahan RKUPHHK-

HTI dan pelaksanaan penataan batas areal kerja 

yang sudah temu gelang. Persetujuan Pemerintah 

Daerah yaitu RKTUPHHK-HTI  Tahun 2019 dan  

terdapat  bukti Kesepakatan dan  Kerjasama 

dengan masyarakat sekitar areal, Sedangkan 

potensi konflik dengan masyarakat masih ada 

namun sampai Penilikan ke-2 ini dapat dikelola 

dengan baik dengan adanya perjanjian Kerjasama 

antara PT SWP dengan Kepala Adat Kampung dan 

Berita Acara Kesepakatan Ulayat Asati dengan 

Ulayat Taiban untuk hasil produksi kayu. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/30) x 100 % = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-dangan 

yang relevan/berlaku 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian 

dokumen terkait tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, dokumen 

tersebut antara lain RKUPHHK-HTI   Periode  

2012 s/d 202; RKTUPHHK-HTI  Tahun 2019; 

belum disyahkannya Usulan RKTUPHHK-HTI  

Tahun 2020; Rencana dan Realisasi 

Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2019 

dan 2020 tidak menjelaskan riancian 

kegiatan dan sasaran terhadap desa 

binaan. 

 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme yang 

legal, lengkap dan jelas mengenai pemenuhan 

kewajiban social terhadap masyarakat, yaitu 

SOP-FPR-011: Pemanfaatan HHNK dan 



 
 

Halaman 29 dari 46 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

masyarakat 

(D) 

Infrastruktur Perusahaan; SOP-FPR-012: 

Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung; 

SOP-FPR-014: Pembinaan Masyarakat Desa 

Hutan; SOP-FPR-015: Pemberian Dana 

Kompensasi; dan SOP-FPR-017: Persiapan 

Sosial Pengembangan Masyarakat. 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian bukti 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak 

dan kewajiban terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. Salah satunya adalah  

Berita Acara Sosialisasi Kegiatan RKT 2019 di 

Desa Dumaring dan Desa Capuak. Tanggal 15-

03-2019. Sedangkan pada Penilikan ke-2 (tahun 

2020) belum dilakukan sosialisasi. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian bukti 

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat, pada penilikan ke-2 

(tahun 2020) hanya pemberian honor kelola 

konflik dan pembayaran fee kompensasi kayu 

kepada Ulayat Asati, sedangkan bukti 

pemenuhan tanggung jawab social lainnya 

seperti pemberian bantuan sosial dan lainnya 

tidak ditemukan. 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian laporan/ 

dokumen mengenai pelaksanaan tanggung 

social, antara lain Rencana Operasional (RO) 

Kelola Sosial Tahun 2019 dan 2020, namun 

tidak dilengkapi dengan rincian kegiatan. Pada 

penilikan ke-2 (tahun 2020) tidak terdapat 

pembayaran ganti rugi. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22/30) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki data dan informasi  

terkait masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

namun tidak lengkap, yaitu Data Pemanfaatan 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

oleh aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

HHNK oleh masyarakat yang berada di sekitar 

areal kerja perusahaan dan Data Peneriman 

Manfaat Kegiatan Kelola Sosial. 

 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme yang 

lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu SOP-

FPR-014: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; 

SOP-FPR-010: Akses Masyarakat Terhadap 

Hutan; SOP-FPR-011: Pemanfaatan HHNK dan 

Infrastruktur Perusahaan; SPO-FPR-012: 

Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung; 

SOP-FPR-015: Pemberian Dana Kompensasi; 

dan SOP-FPR-016: Pola Kemitraan. 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian 

dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

sekitar, namun tidak dirinci program-program 

kegiatannya pada masing-masing desa binaan 

serta antara rencana yang ada di dokumen 

RKUPHHK, RKTUPHHK dan Rencana Kelola 

Sosial tidak sinkron atau tidak sesuai dan belum 

lengkap dan jelas. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat 

setempat oleh pemegang izin 

yang tepat sasaran 

(D) 

SEDANG 2 
Pada penilikan ke-2 (tahun 2020), Implementasi 

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat oleh PT Swadaya Perkasa 

sebesar 44,2 %. Dengan rincian Dokumen 

sebagai berikut: 

- Realisasi Kegiatan Kelola Tahun 2019 dan 

2020 sebesar 0 %. 

- 2 Kontraktor local sebagai mitra sebesar 

100 %. 

- Tenaga kerja yang bekerja sebesar 21 %. 

- Pembayaran fee Kompensasi tahun 2020 

sebesar 100 %, dan 

- Realisasi penanaman tanaman kehidupan 

sebesar 0 %. 

Dengan uraian di atas, Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat oleh PT Swadaya Perkasa adalah 

(0+100+21+100+0)%:5=44,2 % (<50%) 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian bukti 

laporan/dokumen      terkait  pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para  pihak 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

manfaat kepada para pihak 

(D) 

(Pemerintan/Negara, Kontraktor, Karyawan dan 

Masyarakat), namun tidak lengkap lengkap dan  

kurang jelas. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22 /30) x 100% = 73,33 %  

Nilai Kinerja Indikator SEDANG  

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.4 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme 

resolusi konflik yang lengkap dan jelas, yaitu: 

SPO-FPR-005: Penyelesaian Konflik; SPO-FPR-

007: Pemetaan Konflik Sosial; SPO-FPR-008: 

Penanganan Klaim; dan SPO-FPR-037: 

Pengendalian Ladang Berpindah 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa telah menyusun 

Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan 

Resolusi konflik. Hasil kajian dan telaah 

terhadap dokumen tersebut belum 

mempedomani Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 

Hutan Produksi. Terkait dengan wilayah 

yang berpotensi konflik di Blok I (hak 

ulayat) dan II (kanan dan kiri jalan dari km 

04-17 dan perusahaan sawit PT Jabontara 

Eka Karsa dapat dikelola dengan baik 

sehingga tidak menimbulkan konflik.  

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki Struktur 

Organisasi (Divisi Umum) , Revisi 001 Efektif 18-

06-2019, yang telah Ditandatangani dan Disetujui 

oleh Direktur Tanggal 18-06-2019. Kelembagaan 

Resolusi Konflik ditangani oleh Manager 

Operasional dan dibantu oleh Askep Forest 

Protection dan Asisten PMDH. Struktur 

Organisasi tersebut belum mencerminkan 

kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh 

para pihak, dimana dalam kelembagaan resolusi 

konflik tersebut terdiri dari stakeholder dan pihak 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

yang berkepentingan dalam penanganan konflik. 

Misalnya Peran dari Kepala Desa, Kepala Ulayat, 

Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Pemerintah 

Daerah, Aparat Keamanan dan pihak-pihak yang 

terkait lainnya. Selain itu, Struktur Organisasi 

Penanganan Konflik harus mengacu pada Surat 

Edaran Nomor: SE.7/PHPL/UHP/PHP.I /2/2018 

Tentang Fasilitasi Kemitraan Konflik Pada Areal 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK), yaitu dengan melibatkan BPHP.   

Sedangkan pendanaan pengelolaan konflik 

tersedia kecukupan dana yang dibutuhkan di 

lapangan dengan permintaan ke Kantor Pusat 

Jakarta. 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah terjadi namun 

kurang lengkap dan tidak jelas. Salah satunya 

adalah Persuratan Adat Dayak Tembudan 

terhadap Kontraktor mengenai ketidakjelasan 

pengelolaan lahan milik Ulayat Asati seluas 

1.2165 ha. Tanggal 23 Juli 2019. 

Selain itu, PT Swadaya Perkasa belum membuat 

Laporan Semester Hasil Pemetaan Potensi dan 

Resolusi konflik ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur dan ditembuskan ke Dirjen 

PHPL dan BPHP Samarinda. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18 /24) x 100% =  75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

BAIK 3 
PT Swadaya Perkasa telah merealisasikan 

seluruh hubungan industrial seperti yang 

diamanatkan oleh UU No. 13/2003 yaitu 

Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018-2020; 

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat; 

pembayaran upah/gaji sesuai dengan standard 

UMK; dan juga terdapat SPO-KTU-001: 

Hubungan Industrial dan SPO-KTU-002: 
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No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Penggajian Karyawan.  

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi tenaga 

kerja 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme 

terkait pengembangan kompetensi karyawan 

yang tertuang dalam Peratutan Perusahaan 

(PP) dan SPO-KTU-005 serta telah 

merealisasikan sebagian besar  rencana 

pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 

2020 sebesar 85 % (Rencana 13, Realisasi 11). 

Sedangkan dalam pemenuhan Ganis PHPL PT 

SWP memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari 

Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 

dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan 

telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. 

P.16 tahun 2015. 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir dan 

implementasinya 

(D) 

 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki standard jenjang 

dan baru sebagian diimplementasikan. Dokumen 

tersebut yaitu: 

- Peraturan Perusahaan PT Swadaya 

Perkasa Periode 2018 – 2020 Bab IV Pasal 

11 - 15 terkait Penilaian Prestasi Kerja, 

Penempatan dan Rotasi Kerja, Promosi 

Kerja, Demosi, dan Penugasan Sementara. 

- SPO-KTU-006: Prosedur Pengangkatan 

Karyawan. Tanggal terbit 06-11-2017. 

Sampai dengan Penilikan ke-2 (tahun 2020) 

tidak terdapat dokumen pengangkatam 

karyawan atau kenaikan jenjang karir karyawan. 

Dokumen yang ada hanya SK Direksi No. 

001/VII/SP/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang 

Penggangkatan Sdr. Yudhi Dwi Cahyono sebagai 

Site Manager 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

SEDANG 2 
PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen 

tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru 

sebagian diimplementasikan. Dokumen 

tersebut antara lain kepesertaan sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 

Kesehatan, Tunjangan THR dan APD dan 

fasilitas pendukung lainnya masih kurang 

seperti Klinik/ Pos P3K dan tempat ibadah 

belum tersedia serta fasilitas penunjang 

lainnya. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18 /24) x 100% =  75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan 

usaha (SKIUPHHK) 

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal perizinan usaha (SK 

IUPHHK-HT) PT Swadaya Perkasa memiliki SK. IUPHHK-HT yaitu 

SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 

2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Tanaman Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan 

Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur. Terdapat Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT 

Swadaya Perkasa skala 1:50.000 seluas ± 17.925 Hektar.  

Sedangkan untuk legalitas dokumen lain terkait dengan keberadaan 

PT Swadaya Perkasa sebagai berikut: 

1. Akte Pendirian No. 01, tanggal 10 April 2001 dari Notaris Lenny 

Harlina, SH. SK Menkumham No. C-01384 HT.01.01.TH.2001 

tanggal 30 Mei 2001 

2. Akte Perubahan Terakhir No. 128 tanggal 20 Desember 2016 

yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H.; SK Menkumham No AHU-

AH-01.03.0020990 Tanggal 18 Januari 2017 

3. Susunan Pengurus Perusahaan : 

a. Komisaris : Ieneke Santoso 

b. Direktur   : Eddy Sanusi 

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Swadaya Perkasa Nomor 

9120104781363 tanggal 16 Juli 2019  

5. NPWP : 02.031.667.5-211.000  

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

M - Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPP No. S.1049/VI-

BIKPP/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang diujukan kepada PT 

Swadaya Perkasa atas tagihan IIUPHHK sebesar Rp. 

46.605.000,00 

- Bukti setor slip pembayaran melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 

46.605.000,00 tanggal 23 Desember 2011 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK (jika 

ada) 

M Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya 

Perkasa (Lampiran SK IUPHHK-HT No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 

11 Oktober 2011) dengan Peta Areal Kerja Perkebunan PT Jabontara 

Eka Karsa (Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-

II/95) maka diketahui bahwa terdapat lokasi tumpang tindih antara 

areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan areal Perkebunan 

Kelapa Sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 400 Ha. 

Namun demikian berdasarkan hasil pengukuran batas dan realisasi 

tata batas temu gelang PT Swadaya Perkasa diketahui bahwa pada 

lokasi overlapping tersebut terdapat areal yang dikeluarkan karena 

sudah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 

182,79 Ha. Dengan demikian masih terdapat overlapping areal 

IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan Perkebunan kelapa sawit 

PT Jabontara Eka Karsa yang masuk ke kawasan hutan di Blok II dari 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT Swadaya Perkasa seluas ± 217,21 Ha 

 

  STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 

  

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH 

& lampirannya yang 

disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang 

berwenang atau yang 

disahkan secara self 
approval. 

c) Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat oleh 

Ganis PHPL Canhut. 

M Hasil verifikasi pada kegiatan Penlikan Ke-2 diketahui bahwa dokumen 

perencanaan jangka Panjang dan jangka pendek yang dimiliki oleh PT 

Swadaya Perkasa sebagai berikut: 

1. RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 

(Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan dan 

disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-

BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta 

lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000. 

2. RKT UPHHK-HTI Tahun 2019/2020 telah disahkan dan disetujui 

melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur No. SK.522.110.1/40/Kpts/DK-II/2019 tgl. 25 Februari 

2019. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKT UPHHK-HTI 

skala 1:50.000 dengan masa berlaku dari tanggal 25 Februari 

2019 s.d. tanggal 24 Februari 2020. 

3. Usulan RKTUPHHK-HT tahun 2020 PT Swadaya Perkasa telah 

diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

sesuai Surat No. 038/SP-JKT/XII/2019 tanggal 2 Desember 

2019 yang diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur tanggal 11 Desember 2019. Namun URKT belum 

disahkan terkait pemenuhan persyaratan yang belum lengkap. 

4. Terdapat Personil Ganis PHPL Canhut atas nama Novita Ariani 

Sitorus, S.Hut No. Reg. 02160-11/CANHUT/XX/2016 berlaku 

sampai dengan 23 Januari 2023 sesuai dengan 

SK.90/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 sebagai Ganis PHPL Canhut PT 

Swadaya Perkasa 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT. Swadaya Perkasa memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI RKT 

2019/2020 skala 1:50.000 yang memuat areal tidak boleh ditebang/ 

kawasan lindung. Areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung 

pada Peta RKT ditandai dengan arsiran jelas berupa Kawasan Lindung 

seluas 2.154 Ha terdiri dari : 

a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha 

b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha 

c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha 

d. KPPN seluas 465 Ha 

e. KPSL seluas 490 Ha 

Visualisasi dokumen foto lapangan dijumpai adanya penandaan/ 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa : 

a. Sempadan Sugai Damiunsung/ Dumaring, terdapat arsiran  di 

peta RKT 2019, dengan koordinat N 01° 23’ 08” dan E 118° 09’ 

22”. 

b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), terdapat pewarnaan 

di peta RKT 2019, dengan posisi keberadaan di lapangan pada 

koordinat N 01° 16’ 54” dan E 118° 22’ 09”. 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok 

tebangan/blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M Berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HT 

PT Swadaya Perkasa tahun 2019/2020 dengan skala peta 1 : 50.000 

yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diketahui terdapat penandaan lokasi Blok tebangan/Blok RKT 

dan petak/kompartemen.  

Hasil visualisasi dokumen foto lapangan dijumpai adanya penandaan 

yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 

- Batas Blok RKT 2019/2020 pada koordinat N 010 24’ 53” dan E 

1180 10’ 55” terdapat plang RKT dan batas dari cat warna Merah 

yang sudah pudar 

- Batas Petak 10 RKT 2019/2020 pada koordinat N 010 23’ 21” dan E 

1180 09’ 27” terdapat patok batas dari kayu keras dicat warna 

putih dengan tulisan warna hitam. 

- Batas Petak Petak 11 dan Petak 06 RKT 2019/2020 pada koordinat 

N 010 23’ 58” dan E 1180 10’ 00” terdapat patok batas dari kayu 

keras dicat warna putih dengan tulisan warna hitam. 

- Batas Petak 15 dan Petak 16 RKT 2019/2020 pada koordinat N 010 

23’ 20,0” dan E 1180 09’ 28” terdapat patok batas dari kayu keras 

dicat warna putih dengan tulisan warna hitam  

 
 
 
Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka 

Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan 

dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-

BUHT/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta 

lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000. 

Dalam dokumen RKUPHHK-HTI diketahui bahwa areal PT Swadaya 

Perkasa seluas 17.925 Ha direncanakan sebagai berikut : 

1. Kawasan Lindung seluas 2.154 Ha terdiri dari : 

a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha 

b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha 

c. Buffer Zone HL seluas 103 Ha 

d. KPPN seluas 465 Ha 
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e. KPSL seluas 490 Ha 

2. Areal tidak efektif (Sarana dan Prasarana) seluas 800 Ha 

3. Areal efektif seluas 14.971 Ha terdiri dari : 

a. Tanaman Kehidupan seluas 899 Ha 

b. Tanaman Pokok seluas 12.103 Ha 

c. Tanaman Unggulan seluas 1.969 Ha. 

Dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa akan habis masa 

berlakunya pada bulan Agustus 2021 dan PT Swadaya Perkasa 

berkewajiban untuk melakukan penyusunan kembali dokumen 

RKUPHHK-HTI pada periode berikutnya 

8. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume 

peman-faatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri. 

M Target luas dan volume pemanfaatan kayu RKT Tahun 2019/2020 

dengan target : 

 Luas penyiapan lahan 5.922,57 Ha dan luas pemanenan untuk 

pemanfaatan kayu 3.699,12 Ha 

 Volume pemanfaatan kayu 135.221,64 M3 dengan rincian 

volume KBB 60.201,93 M3, volume KBS 45.020,20 M3 dan 

volume KBS 29.999,51 M3 

Realisasi produksi kayu pada RKT 2019/2020 adalah sebesar 4.356 

Batang dan 19.124,81 M3 berupa Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat 

Besar di 7 Petak yaitu Petak TP IV.22; TP IV.24; TP IV.32; TP IV.10; 

TP IV.11; TP IV.15 dan TP IV.16; pada areal seluas 574,16 Ha. 

Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi yang sesuai dan 

volume tidak melebihi target yang telah disahkan dan disetujui. 

 

   STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
 
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di 

LHP-kan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M Tersedia dokumen dan masih berlaku pada saat menerbitkan LHP 

atas nama Doddy Rinata Reg. 01371-11/PKB-R/XX/2013 yang tercatat 

pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 12/02/2023. 

Tersedia copy dokumen dan telah terupload di website SIPUHH 

Online SK Nomor 016/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 

berlaku sampai dengan 12/02/2020 sebagai penerbit LHP dan SK No. 

019/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 untuk operator 

SIPUHH Online PT SWP. 

Selama periode audit bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 

2020 PT Swadaya Perkasa telah membuat/ menerbitkan LHP dari 

SIPUHH Online yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 

2019 sebanyak 4.356 Batang dan 19.124,81 M3. 

Dokumentasi sampling uji petik pengecekan barcode di kayu 

diperoleh hasil bahwa kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat 

N 010 24’ 13”; E 1180 10’ 19”  telah di-LHP-kan dan terdapat label 

barcode sesuai dengan data di dokumen LHP tahun 2018 sebagai 

berikut : 
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- Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…012935 terdapat pada LHP 

No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018  

- Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…012638 terdapat pada LHP 

No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018  

- Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…012917 terdapat pada LHP 

No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018   

 

 
 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

c) TPK Antara ke industry 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

M Alur proses pengangkutan kayu PT Swadaya Perkasa dari TPK Hutan 

menuju TPK Antara dan selanjutnya diangkut menuju Industri Kayu. 

SK Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan berada dalam dokumen RKT 

2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/40/Kpts/DK-II/2019 

tanggal 25 Februari 2019. 

Terdapat SK TPn dan TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi No. 

020/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 mengacu pada SK 

RKT 2019 

SK Penetapan dan Penggunaan TPK Antara/ Loading Point 

berdasarkan SK Direksi PT SWP No 022/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 

11 Maret 2019 untuk TPK Antara di Kampung Tembudan Kec. Batu 

Putih. 

Petugas penerbit SKSHHK atas nama Mohammad Ibang Arif untuk 

SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Reg. 01900-11/PKB-

R/XX/2016 dan SK Direksi PT SWP No SK.018/SP-HTI/JKT/III/2019 

tanggal 11 MAret 2019 berlaku s.d 17/03/2022. 

Petugas P3KB atas nama Doddy Rinata untuk P3KB di TPK Antara 

Reg. 01371-11/PKB-R/XX/2013 dan SK Direksi PT SWP No 

SK.019/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 berlaku s.d 

12/02/2020. 

Selama periode audit, PT Swadaya Perkasa telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

yaitu: 

1. Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 248 Set sejumlah 2.227 

Batang dengan Volume 11.704,85 M3. 

2. Dari TPK Antara/ Loading Point menuju ke Industri mengunakan 

Logging Truck dan/ atau tongkang dan tug boat sejumlah  18 Set 

Dokumen sebanyak 2.456 Batang dengan Volume 12.161,63 M3. 

Tujuan pengangkutan kayu ke industri kayu di Talisayan dan di 

Balikpapan. Sedangkan penjualan kayu ke luar pulau dialamatkan ke 

industri kayu di Lamongan dan di Gresik – Jawa Timur. 

Terdapat LMKB PT Swadaya Perkasa dengan stok kayu sebagai 

berikut : 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

a. Stok Awal (01/08/2019)  = 4.466 Btg; 9.642,52 M3 

b. Penambahan LHP = 4.356 Btg; 19.124,81 M3 

c. Pengurangan : 5.872 Btg; 18.803,21 M3 terdiri dari 

- DKDS = 85 Btg; 209,93 M3 

- DKDS/ Afkir = 3.331 Btg; 6.431,65 M3 

- SKSHHK Penjualan = 2.456 Btg; 12.161,63 M3 

- Jumlah = 5.872 Btg; 18.803,21 M3 

d. Stok Akhir : 2.816 Btg; 9.964,12 M3 terdiri dari: 

- TPK Hutan = 2.129 Btg; 7.419,95 M3 

- TPK Antara = 687 Btg; 2.544,17 M3 

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada 

di TPK Hutan Koordinat N 010 24’ 13’ E 1180 10’ 19” dan di TPK 

Antara pada koordinat N 01° 34’ 51,3’’ dan E 118° 12’ 05,0’’ dengan 

jumlah sample sebanyak 281 Batang dan hasilnya menunjukkan 

kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume 

yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,50 %. 

 

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat  dari pemegang 

IUPHHK-HA bisa dilacak balak 

N/A PT Swadaya Perkasa merupakan IUPHHK-HTI 

12. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

N/A PT Swadaya Perkasa merupakan IUPHHK-HTI 

 
 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M Kelengkapan SK TPK Hutan, TPK Antara, dan Petugas Penerbit 

SKSHHK dan P3KB Seperti Verifier 3.1.2. 

Selama periode audit, PT Swadaya Perkasa telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

yaitu: 

1. Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 248 Set sejumlah 2.227 

Batang dengan Volume 11.704,85 M3. 

2. Dari TPK Antara/ Loading Point menuju ke Industri mengunakan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Logging Truck dan/ atau tongkang dan tug boat sejumlah  18 Set 

Dokumen sebanyak 2.456 Batang dengan Volume 12.161,63 M3. 

 
 
 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH 

telah diterbitkan 

M 1. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok 

jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sebagai berikut : 

- DR sebesar US$ 306.136,23 

- PSDH sebesar Rp 1.458.581.120,00 

2. Terdapat SPP DR dan PSDH atas denda keterlambatan 

pembayaran dari kewajiban pembayaran PSDH dan DR dari 

penerbitan billing atas LHP bulan Februari 2020 dengan denda 

sebagai berikut : 

- DR dengan kode billing 820200814750913 senilai US$ 

8.156,89 dan kode billing 820200814750930 senilai US$ 

3.657,07 Total sejumlah US$ 11.813,96 

- PSDH dengan kode billing 820200814750939 senilai Rp 

36.593.949,00 dan kode billing 820200814750923 senilai 

Rp 16.941.386,00 Total sejumlah Rp 53.535.335,00 

15. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 
M Terdapat bukti setor melalui transfer via rekening Bank Mandiri 

sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan dan kode billing serta 

NTPN senilai total : 

- DR sebesar US$ 306.136,23 

- PSDH sebesar Rp 1.458.581.120,00 

Sedangkan untuk SPP Denda atas keterlambatan pembayaran PSDH 

dan DR pada saat audit belum dibayarkan dan tidak terdapat bukti 

pembayaran denda keterlambatan pembayaran PSDH dan DR sesuai 

dengan kode billingnya. 

Selanjutnya setelah audit pada tanggal  19 Agustus 2020 PT 

Swadaya Perkasa telah melakukan pembayaran atas denda sesuai 

SPP Denda yang diterbitkan sebagai berikut : 

- Denda DR dengan kode billing 820200814750913 tanggal 

14/08/2020 senilai US$ 8.156,89 telah dibayarkan tanggal 19 

Agustus 2020 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 

D6C5F3CIEF88HB61 

- Denda DR dan kode billing 820200814750930 tanggal 

14/08/2020 senilai US$ 3.657,07 telah dibayarkan tanggal 19 

Agustus 2020 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 

79EB30N9UVH3AB6I 
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- Denda PSDH dengan kode billing 820200814750939 tanggal 

14/08/2020 senilai Rp 36.593.949,00 telah dibayarkan tanggal 

19 Agustus 2020 melalui Bank Central Asia (BCA) dengan 

NTPN No. EAEE38N3DEMIVB6R 

- Denda PSDH dengan kode billing 820200814750923 tanggal 

14/08/2020 senilai Rp 16.941.386,00 telah dibayarkan tanggal 

19 Agustus 2020 melalui Bank Central Asia (BCA) dengan 

NTPN No. 06BBA3CIEF88HB6B 

16. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH 

untuk kayu hutan tanaman. 

M Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 

Februari 2014 dan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 

12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga 

patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan 

dan Ganti Rugi Tegakan 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1. 

Dokumen PKAPT 
N/A Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 

tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. 

 
 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

M Terdapat dokumen Surat Persetujuan Berlayar pada setiap angkutan 

yang menunjukkan kapal berbendera Indonesia. 

 

 

NOMOR SPB KAPAL
NOMOR SPB 

TONGKANG

1. TB. BENING I   / TK. LAUTAN 1802 KB.B.6567185 T.7/UPP-II/202/IV/2020 T.7/UPP-II/202/IV/2020

2. TB. WIRA TIMUR XII  / TK. SOLUNA 27 KB.B.6633477 T.7/UPP-II/64/V/2020 T.7/UPP-II/65/V/2020

3. TB. PUMA 11   / TK. PUMA 77 KB.B.6716484 T.7/UPP-II/264/V/2020 T.7/UPP-II/265/V/2020

4. TB. TIGA TERATAI / TK. KEVIN V KB.B.6831443 T.7/UPP-II/262/VI/2020 T.7/UPP-II/263/VI/2020

No NAMA KAPAL DAN TONGKANG No. SKSHHK

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
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Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M PT Swadaya Perkasa telah melakukan penatausahaan kayu dengan 

menggunakan sistem SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana 

operasional SIPUHH di Basecamp PT SWP. Di samping itu PT SWP 

memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan 

Sertifikat PHPL Nomor 028.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian 

penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo 

Prima Karya. Sertifikat PHPL PT SWP berpredikat SEDANG dan 

berlaku dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 

Agustus 2023. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada 

barcode di log kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan 

“028.SPHPL.019-IDN.” 

 

   STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan 

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

 

M PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL 

terdiri atas Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) yang telah disetujui oleh Tim Komisi AMDAL Provinsi 

Kalimantan Timur dan telah disahkan melalui SK Gubernur Provinsi 

Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi 

lingkungan telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa 

dengan luas studi seluas ± 24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia No.S.429/MENHUT-VI/2009 29 Mei 

2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat 

sosial. 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 

disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan 

(ANDAL) yang telah disahkan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

22 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial 

M Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada periode audit yaitu : 

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II 

Tahun 2019 

b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I 

Tahun 2020 

Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan pelaksanaan RKL 

RPL Semester II tahun 2019 kepada BLH Kabupaten Berau tanggal 08 

Januari 2020 

Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan pelaksanaan RKL 

RPL Semester II tahun 2019 kepada BLH Kabupaten Berau tanggal 08 

Januari 2020 

Terdapat dokumentasi bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan oleh PT Swadaya Perkasa selama setahun terakhir seperti 

penandaan kawasan lindung sempadan sungai, pengamatan curah 

hujan, pemasangan rambu-rambu peringatan dan himbauan, 

pemantauan erosi dengan membuat bak erosi dan lain lain. 

 

 

 

   STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 
M Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat SOP tentang K3 

PT Swadaya Perkasa sebagai berikut: 

- SOP Penanganan Darurat No. SPO-PRN-027 

- SOP Penanganan Kecelakaan No. SPO-PRN-028 

- SOP Pemulihan Keadaan Darurat No. SPO-PRN-029 

- SOP Konsultasi dan Komunikasi K3 No. SPO-PRN-031 

Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 

dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Direktur No. 

016a/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan 

Penanggungjawab Program K3 atas nama  Yudhi Dwi Cahyono 

 

24. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 
M Hasil pemeriksaan visualisasi di lapangan dijumpai sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa, yaitu berupa 

Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis resiko 

pekerjaan (Helm, Sarung tangan, Sepatu, masker, kacamata) 

 

25. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 
M PT. Swadaya Perkasa  diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja 

berupa Laporan K3 yang dibuat setiap bulan.  

Laporan dibuat oleh Mulyadi selaku perencanaan dan pengawas K3 

dan diperiksa oleh Syarifuddin selaku Koordinator Program K3 serta 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

diketahui oleh Yudhi Dwi Cahyono selaku Manager operasional. 

Selama periode audit, bulan Agustus 2019 – Juli 2020 tercatat bahwa 

tidak terdapat kecelakaan kerja di wilayah kerja PT Swadaya Perkasa 

atau Catatan Kecelakan Kerja NIHIL 

Hasil interview dengan pendamping/ PIC VLK Hutan menjelaskan 

bahwa tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan dan 

pelayanan obat-obatan diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, 

dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas di 

talisayan atau dirujuk ke rumah sakit di Berau. 

Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja 

diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan 

utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD 

untuk kegiatan lapangan 

 

 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja 

M PT Swadaya Perkasa tidak/ belum memiliki Serikat pekerja,  namun 

PT SWP telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

berorganisasi (berserikat/  berkumpul bagi karyawan). Secara tertulis 

hal tersebut tercantum dalam dokumen kebijakan perusahaan yang 

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja melaluai Surat Pernyataan Direktur No. 001.d/SP-

HTI/JKT/II/2017 tanggal 08 Februari 2017. 

 

 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB 

atau PP 

M PT Swadaya Perkasa memiliki Peraturan Perusahaan periode 2018-

2020 yang mengatur hak dan kewajiban karyawan. PP PT Swadaya 

Perkasa telah mendapatkan Pengesahan melalui SK Kepala Dinas 

Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Berau H. Zulkifli Azhari, SH NIP 

19700902 199603 1 001 SK  No. KEP.560/941.4.KSK tanggal 13 

Desember 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 

Swadaya Perkasa. PP yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 

sejak disahkan sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 dan 

mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan 
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Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)   

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah 

umur 

M Hasil verifikasi data daftar karyawan PT Swadaya Perkasa di 

basecamp atas posisi tenaga kerja terakhir, diketahui bahwa PT 

Swadaya Perkasa tidak memperkerjakan karyawan yang masih di 

bawah umur atau tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Dari 

dokumen laporan tenaga kerja periode bulan Juli 2020 diketahui 

bahwa PT SWP memiliki 19 orang Karyawan dan 42 orang  karyawan 

kontraktor di lapangan yang rata-rata sudah berumur di atas 20 

tahun. 

Karyawan termuda bernama Fahrul sebagai Asisten FIM dan 

Pemetaan yang lahir di Siboang tanggal 07 September 1993 dengan 

KTP Nomor 7203140709930002 dan saat ini berusia 27 tahun. 
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TABEL PERHITUNGAN NILAIAKHIR KIT{ERJA FI'IPT

t{0.

1 1.1 Baik 3 3

2. 1.2 Sedang 2 3

3. 1.3 Baik 3 3

.4. 1.4 Sedang 2 3

5. 1.5 Sedang 2 3

o. 2.1 Sedang 2 3

7. 2.2 Sedang 2 3

8. 2.3 Sedang 2 3

o 2.4 Sedang 2 3

10. 2.5 Sedang 2 3

11. 2.6 Buruk 1 3

12. 3.1 Sedang 2 3

13. 3.2 Sedang 2 3

14. 3.3 Sedang 2 3

15. 3.4 Baik 3 3

16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Baik 3 3

19. 4.2 Sedang 2 3

24. 4.3 Sedang 2 3

21. 4.4 Sedang 2, 3

22. 4.5 Sedang 2 3

JUMLAH 47 t; 66

NILAI KINERJA AKHIR db T1,zi^% SEDAITIG

Samarinda, 3 Soptember 2020
' LPPTIPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo fiifg{ton

r. Kumia, IPU

Direktur
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